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PUTUSAN
Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

v ~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
KKK XKXXXXXXXXXK, XXXXX agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di XXXXXXX, Kabupaten Ketapang;
Penggugat;
Lawan
KKK XKKKXXXXXXXK, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXa, Kabupaten Ketapang;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor
647/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 10 Juni 1999, di Desa Kuala Satong, dihadapan seorang
Penghulu bernama Arwi Jabar yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung Penggugat yang bernama Sani Adapun Yang Menjadi Saksi
Adalah Gudang Dan Mardi, dengan maskawin berupa uang tunai Rp
35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis

sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
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3. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan
darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4, Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; Benta, Laki-laki, lahir 05
Februari 2001, usia 23 tahun;Riski, Laki-laki, lahir 25 Desember 2008, usia
15 tahun; RIKA, Perempuan, lahir 16 Agustus 2012, usia 12 tahun; Ridho
Kurniawan, Laki-laki, lahir 31 Maret 2015, usia 9 tahun;PIKA, Perempuan,
lahir 13 Januari 2021, usia 3 tahun; Yang mana anak pertama Benta, anak
kedua RISKI, anak keempat Ridho Kurniawan, anak kelima Pika berada
dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga RIKA berada dalam
asuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kuala Satong kurang lebih
selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, kemudian
pada tahun 2021 Penggugat turun dari rumah milik bersama dan bertempat
tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
menikah dirasakan kurang harmonis selalu diwarnai pertengkaran dan
perselisihan terus menerus, hal ini disebabkan oleh:

e Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat

bahkan kekerasan tersebut dilakukan terang-terangan oleh Tergugat

dihadapan anak dan keluarga;

eBahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat,

pendengaran Penggugat menjadi terganggu;

e Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sejak tahun 2014, sehingga

Penggugat yang berprofesi sebagai penjual sayur harus menghidupi

Tergugat dan anak;

e Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan

nafkah lahir batin kepada Penggugat;
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7. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021, pada saat itu
Penggugat sedang berjualan sayur dan meninggalkan anak bernama PIKA
di rumah posisi saat itu Tergugat juga sedang berada di rumah, namun
pada saat pulang Tergugat langsung melakukan kekerasan kepada
Penggugat dan menuduh Penggugat tidak mau mengurus anak sejak saat
itu Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah karena Tergugat
melakukan kekerasan yang hampir menyebabkan Penggugat cidera parah
untungnya saat itu anak Penggugat bernama BENTA menyelamatkan
Penggugat dan semenjak saat itu Penggugat turun dari rumah dan tidak
pernah kembali lagi bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama
Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani
kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan
terakhir dan terbaik;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXX) Dengan Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXX)
Yang Dilaksanakan Pada Pada Tanggal 10 Februari 2010, Di Desa Air

Hitam Hulu, Kecamatan Kendawang;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
(XXX XXKXXXXXXX) Terhadap Penggugat
(0,0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.¢4k

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX yang bukti tersebut

telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian

diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX, yang bukti

tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX yang bukti

tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXX umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang;, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara
Penggugat dengan Tergugat saat itu, akan tetapi saksi hanya
mengetahui memang ada perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat saat itu;

- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya perkawinannya namun
perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di
Kuala Satong;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya
belum pernah bercerai, hingga saaat ini Penggugat mengajukan
cerai ke Pengadilan ini;.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang
pernah keberatan atas perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 5 keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah keduanya
tinggal di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke
kediaman bersama hingga keduanya berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat saat ini, sudah tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat
dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yaitu Tergugat
sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul
Penggugat hingga pendengarannya berkurang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak bukan September 2021 dan sejak
saat itu keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
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- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama
meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah
mendamaikan namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara
Penggugat dengan Tergugat saat itu, akan tetapi saksi hanya
mengetahui memang ada perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya namun perkawinannya
antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kuala Satong;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya
belum pernah bercerai, hingga saaat ini Penggugat mengajukan
cerai ke Pengadilan ini;.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang
pernah keberatan atas perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 5 keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah keduanya
tinggal di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke
kediaman bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat saat ini, sudah tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat
dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yaitu Tergugat
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sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul
Penggugat hingga pendengarannya berkurang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sejak saat itu
keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama
meninggalkan Tergugat;

- Bahwa keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah
mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan
Penggugat adalah pertama, apakah benar terjadi perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1999 yang telah memenuhi syarat dan

rukun suatu perkawinannya?, dan kedua, Apakah benar antara Penggugat
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dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan

September 2021 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga dan
KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan antara Penggugat dengan Tergugat
perkawinannya belum tercatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalah
dalam perkara a quo ini mengenai proses terjadinya perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat serta mengenai alasan perceraian maka dalam hal
ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang telah diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
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dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan
keterangan dalam hal terjadinya perkawinannya bahwasanya saksi tidak
mengetahui prosesi akad nikahnya namun hanya mengetahui memang terjadi
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari kabar- kabar yang beredar
namun dia tidak datang dalam pernikahannya, bahwa terhadap keterangan 2
(dua) saksi yang tidak didasarkan pada peristiwa yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri (testimonium de auditu) dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Abu al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad Al-Marghinani (wafat tahun 616
H), dalam kitabnya Al-Muhith al-Burhani fi al-Figh al-Nu'mani, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:
sladlls &5 cadl 2kdl amisl oo e2ladlls 6380l 85lgidl 33305
ool o Bais 81531 e J3%5 W55l 15] 1455855 631 Ll .cgalls
&Il sde olel &1 Ofs aizgy @l seda o aams oW 4335 &6 &
AU e 201 8535 806 gl Al Gy adsle BT 3eds Uls «oslstl
V.5 Lags B ol a5 &8 alll oy Sle 4535856 lgle Al oy a5bolSs
wiilss e 29383l 5w &
Artinya, “Boleh memberikan kesaksian atas dasar kabar yang masyhur
dan kabar yang didengar dari orang per orang dalam 4 perkara, yaitu asal
usul anak, nikah, pelunasan tanggungan dan kematian. Adapun pernikahan,
maka bentuknya adalah jika dia/seseorang melihat seorang lelaki masuk ke
rumah seorang perempuan, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa
perempuan tersebut adalah istri lelaki itu, maka ia boleh menjadi saksi
bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, walaupun ia tidak pernah
menyaksikan akad pernikahan mereka. Karena, fakta tentang pernikahan
mereka berdua sudah diketahui orang-orang secara turun temurun. Kita
sendiri menjadi saksi bahwa Aisyah radhiyallahu “anha adalah istri Nabi
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Shallallahu “alaihi wa Sallam, dan Fathimah radhiyallahu “anh& adalah istri

Ali radhiyallahu “anha, sedangkan kita tidak pernah melihat langsung akad

nikah mereka. Di samping itu, juga karena memang sulit untuk mengetahui

hakikat yang sebenarnya”;

2. Fakhruddin Utsman bin Ali Al-Zaila'i (wafat tahun 743 H.), dalam

kitabnya, Tabyin al-Haga'iq Syarah Kanz al-Daga'iq, halaman 215, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

gl 3553 8581 T 13]5 .o &ils walls cuadll o] ale & La, 3gdaYs

s 3 O 45 4535 @ puldl o geiws cls VI blawdl olawils I35
BN 582 o8 BT O)s

Artinya, “Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang
tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak,
kematian dan pernikahan... Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke
rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat
akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-
orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh
menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa
yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya”;

3. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya, Figh as-Sunnah, jilid Il halaman

426, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

sialls wsalls Vsl camdll (o alasliUl ke amlassyl $5lgddl &
anl575 K5 J3all5 cadslls aVolls sY5)ls

Artinya: “Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah
(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,
kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya
seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan

hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.”

Menimbang, bahwa merujuk pendapat tiga pakar ahli hukum Islam di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian testimonium de auditu
dalam perkara itsbat nikah ini dapat diterima, di samping karena sulitnya
menghadirkan saksi-saksi nikah dan atau orang-orang yang dulu menghadiri
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pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pemahaman
Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menerima kesaksian
testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah
memenuhi syarat materiil, oleh karenanya kesaksian kedua saksi Penggugat
dan Tergugat harus dinyatakan memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai
kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang menguatkan
perihal waktu pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni tanggal dan
bulannya. Namun karena peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-
saksi, telah nyata adanya, maka demi kepentingan pencatatan, Majelis Hakim
memandang perlu untuk menetapkan tanggal pernikahan Penggugat dan
Tergugat dengan mengambil alih tanggal, bulan dan tahun sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam surat permohonannya yakni
tanggal 10 Juni 1999;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengenai alasan
perceraian telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan
dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan
perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999 di Desa Kuala Satong, dihadapan
seorang Penghulu bernama Arwi Jabar yang menjadi wali nikah adalah
ayah kandung Penggugat yang bernama Sani, dan yang menjadi saksi
adalah Gudang dan Mardi, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah
Rp35.000,00;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah

tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
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layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang
anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada
Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,Penggugat
pergi dari kediaman Bersama meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun
tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Penggugat yang
bernama Sani, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah dua orang dewasa bernama Gudang dan Mardi, hal ini sesuai
dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat
tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin,
hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat
pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti
yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat,
Tergugat adalah satu-satunya suami Penggugat dan Penggugat satu-satunya
istri dari Tergugat dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang
keberatan dengan adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut
serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad),
sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat
sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan,
Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat pada
tanggal 10 Juni 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan
Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar
larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam Kitab I'anah ath-Thalibin Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

&5 955 o 4os 3 dhue 555 slisl ole By 523l 8 5
J8iE pialas
Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap
perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan
Syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi Penggugat dan Tergugat telah mengetahui adanya
hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang
menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan
keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli
figih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul al-Figh halaman 390 di
bawabh ini:

Jibs &1 pd; &1 plsle aiz830L sgd V6 a285 &M L3529
kel oLt

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai
istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya
pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain

(putusnya perkawinan)”
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Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang telah terbukti
sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan Penggugat
dan Tergugat dikabulkan, sehingga pernikahan Tergugat dan Penggugat

tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
September 2021 atau 3 tahun yang lalu hingga sekarang;

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun
kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya
Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi dari kediaman Bersama
meninggalkan Tergugat menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya
sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi
tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah
tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah
tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat
ahli figh dalam kitab bughyah al-mustarsyidin dan Figh as-Sunnah yang

kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

55 Sl 555 5455 oSl OF glassl o9 525 s
45351 ¢ gl Ol 3501 5o &1 U 3T 0 152k5 ¢l 531
222331 V356 oY &35
Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan “dalam mengumpulkan
dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab
pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih
baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga

antara pasangan suami-istri tersebut.”

dl,&lsl 438501 sty o)l 3T 155 e 1308

).AM.RJI l0'_9.) aRo dl.laj l.o.o SI.).JyI ulS_g 0_9).“

5 uLIoLmLIoL%w &oylu;uwul e 5 lgsl

Artinya “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang dlajukan oleh

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak

mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri

dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh
memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah
lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat
(,0,0.0.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.6.¢4 Dengan Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni
1999;

4. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
(,0,0,0.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0.¢4 Terhadap Penggugat
(,0,0,0.0:0.0.0.0.0,0.0.0.:¢,0 ¢ ¢4}

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16
Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Achmad Sarkowi, S.H.l. sebagai Ketua Majelis,
Arif Masdukhin, S.H. dan Rofi" Almuhlis, S.H.l. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
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dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nike Dian Pertiwi, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H. Rofi* Almuhlis, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Nike Dian Pertiwi, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp600.000,00
4. Pemberitahuan : Rp200.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp955.000,00
Terbilang (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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